KONSEP AL-IQTA’ DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN
REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA

PASCA PUTUSAN MK NO. 87/PUU-X1/2013

Qi

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

LEDY FAMULIA
12380067

PEMBIMBING
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016



ABSTRAK

Lahirnya UU No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani tentu mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat terutama mereka
para petani. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa materi
muatan di UU tersebut yang justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi kita.
Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 UU tersebut
menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sampai muncul tudingan bahwa
Undang-Undang ini mengusung praktik feodalisme. Sewa menyewa tanah antara
negara dengan warganya adalah bentuk politik yang sudah ditinggalkan sejak
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal-hal tersebutlah yang
mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi
tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan No. 87/PUU-
X1/2013.

Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan UU tersebut harus
diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga
Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut dengan melihat relevansinya
dengan konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam. Metode penelitian yang
digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Sedangkan untuk menganalisis
permasalahan tersebut, penulis akan meninjau putusan MK melalui pendekatan
hukum Islam dengan menggunakan teori a/-igta’.

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit
tulisan mengenai tinjauan Putusan MK dari sudut pandang hukum Islam.
Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum Islam.\

Kata Kunci : Putusan MK, Teori al-igta’.



ABSTRACT

The emergence of law no. 19 2013 on the protection of farmers and empowerment
sure received a warm welcome among all these people especially those of the
farmers. But it was after further study, there were some material the charge in the
law which should not in line with the mandate our constitution .The form of a
redistribution of land to farmers as noted in article 59 laws were showing absence
of state efforts to do a redistribution of land for optimal public welfare. Even up
the allegation emerged that legislation carry on this practice of feudalism. Lease
of land between the countries with its citizens is a form political abandoned since
the enactment of agrarian regulation (UUPA).Those things which encourage
various parties submit their petition to the constitutional court dated october 11
2013, which produces award by no. 87/PUU-X1/2013.

Writer see problems in matter charge the law has to be researched further, because
it involved public life of the many. So that writer interested to scrutinize the
results of the ruling by seeing relevance to the concept of a redistribution of
known in Islam. Research methodology used is hermeneutika law, with the kind
of research library research based on the judgment the constitutional court.While
to analyze these problems, writer will review the award MK approach in Islamic
law by using the theory al-igta’.

By the existence of this research, is expected to provide academic contribution in
khazanah scientific. Because so far there is very few a paper about review the
award MK from the perspective of Islamic law. So, writing this is worth to
become as a reference candidates scholar Islamic law.

Keyword: decisions MK, the theory of al-igta’.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
f Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ i Te
< Sa’ S Es dengan titik di atas
d Jim J Je
C Ha’ H Ha dengan titik di bawah
'C Kha Kh Ka-ha
) Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
) Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
53 Syin Sy Es-ye
B4 Sad S Es dengan titik di bawah
P Dad D De dengan titik di bawah
b Ta’ T Te dengan titik di bawah
b Za’ Z Zet dengan titik di bawah

Vi




¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
i Ghain G Ge
3 Fa’ F Ef
é Qaf Q Ki
g Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Nun N En
9 Wau W We
2 Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
T Ya’ ¥ Ya
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
/ Kasrah I I
; ________ Dammah U U

viii




Contoh:

S — kataba

2. Vokal Rangkap

J.%.o — su’ila

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fatkhah dan ya Ai a-i
9 Fatkhah dan wau Au a-u
3. Vokal Panjang
Tanda Nama Huruf Latin Nama
‘ Fatkhah dan alif A a dengan garis di atas
& Fatkhah dan ya A a dengan garis di atas
£ Kasrah dan ya I i dengan garis di atas
2 Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :
J& — qala J-} —>qila

<) —> rama

Ta’ Marbuzah

J}-a-i —» yaqiilu

1. Transliterasi ta’ marbuzah hidup




Ta’ marbuzah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah transliterasinya adalah “t”.

. Transliterasi fa’ marbusah mati

Ta’ marbugah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

Contoh:

d>lb  — salpah

. Jika ta’ marbuzah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan
bacaannya terpisah, maka ta’ marbuzah tersebut ditransliterasikan dengan
“ha”/h.

Contoh:

JubYt izsy  — raugdah al-asfal

8 9adl dydodl  — al-Madinah al-Munawwarah

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,

baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

Jy — nazala

A — albirr

Kata Sandang “J®



Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu

“Ji”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “J" diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:
Jr ! — ar-rajulu
ddd!  asshyyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

oM — al-galamu

@-\J\ — al-badi’u

F. Hamzah
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Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
S ew —» syai'un
Qja\ — umirtu
;}J\ — an-nau'’u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf Kkapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada
nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan

kalimat.

Contoh:

J}w) Y desws by —> Wama Muhammadun illarasiil

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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PERSEMBAHAN

Untuk:

Seorang yang tanpanya saya bukan siapa-siapa di dunia ini, bakti
padanya akan menjadikan surga lebih dekat

Ibundaku tercinta Darmiatun

Sosok yang menularkan segala idealisme, prinsip, dan edukasi
dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan
yand tidak pernah saya ketahui, namun tetap tenang dengan
penuh kesabaran dan pengertian luar biasa

Ayahandaku tersayang Sugeng Riyanto

Adinda ku tercinta, satu-satunya, yang selalu merindukan ku setiap
saat, dan menjadi salah satu penyemangatku

Adikku terkasih Nely Diana Puteri

Secercah harapan yang ku semogakan, semoga engkau menjadi
takdir terbaik untukku dan masa depanku kelak

Sahabat-sahabat seperjuangan ku, baik di organisasi (KPK)

maupun di jurusan (Muamalat 2012), terimakasih atas support

kalian selama ini.
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MOTTO

Bekerjalah seakan-akan Tuhan tidak dapat membantu, dan
berdo’alah seakan-akan kita tidak dapat membantu diri
sendiri.

(Santo Ignatius Loyola)

Cara paling pasti untuk mengungkapkan karakter seseorang
bukanlah melalui kesulitan, tetapi dengan memberinya
kepercayaan.

(Abraham Lincoln)

Be the best, but don’t feel the best.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data pusat statistik Sekjen Kementrian Pertanian pada tahun 2013
menunjukkan bahwa luas pertanian di Indonesia mencapai 39.685.936,91 Ha.'
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak
heran jika sektor pertanian memegang peran yang sangat penting dalam
perekonomian nasional. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya
mampu merealisasikan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV
UUD 1945 yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan
kemampuannya ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya di
bidang pertanian.” Upaya pemerintah tersebut direalisasikan melalui
diundangkannya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan
dan pemberdayaan Petani, yaitu UU No. 19 Tahun 2013.

Lahirnya Undang-Undang ini tentu mendapat sambutan hangat dikalangan

masyarakat terutama mereka para petani. Namun ternyata setelah diteliti lebih

'"Pusat data dan sistim informasi pertanian sekretariat jendral kementrian pertanian tahun

2013, http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan Pertanian 2013.pdf akses pada 6
Desember 2015.

*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani.



lanjut, terdapat beberapa muatan materi di Undang-Undang tersebut yang justru
tidak sejalan dengan amanah konstitusi, khususnya mengenai proses redistribusi
tanah kepada Petani. Redistribusi tanah merupakan suatu kebijakan pemerintah
dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi dan air
dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya diupayakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-
tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform
(ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap
yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Landreform sendiri dalam arti sempit
adalah sebagai perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.’

Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Kemudahan bagi
Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin
pengelolaan, atau izin pemanfaatan””. Bentuk redistribusi tanah kepada petani
tidak menjadi hak milik, melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan,
izin pengelolaan, dan izin pemanfaatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya
negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bahkan sampai muncul tudingan bahwa Undang-Undang ini mengusung praktik
feodalisme. Politik hukum yang bersifat eksploitatif ini merupakan peninggalan

Hindia-Belanda. Bahkan sewa menyewa tanah antara negara dengan warganya

3 Arie Susanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah Indonesia, Suatu Sarana ke Arah
Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.
15.

*Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perindungan dan
Pemberdayaan Petani.



adalah bentuk politik yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA).’

Kehadiran Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tersebut tentu sangat bertolak
belakang dengan mandat revolusioner sebagaimana tercantum dalam UUPA yang
juga tidak mengindahkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Hal-hal tersebutlah yang
mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi
tertanggal 11 Oktober 2013, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai
the guardian of the constitution sekaligus the soul intrepeteur of the constitution
membatalkan atau setidaknya menafsirkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang
tersebut.

Dalam amar putusannya terkait pengujian Pasal 59 UU No. 19 Tahun
2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk mengabulkan permohonan untuk
sebagian,’ yakni hanya menganggap frasa “hak sewa” lah yang bertentangan
dengan UUD 1945. Lalu, bagaimanakah mengenai izin pengelolaan, izin
pemanfaatan serta izin pengusahaan yang berarti masih tetap berlaku?

Terhadap tafsir Mahkamah tersebut, perspektif Islam pun menjadi menarik
untuk dilibatkan. Konsep redistribusi tanah menurut Islam yang dapat dikenal atau
tidaknya “hak sewa” oleh petani, atau “izin” oleh petani kepada Negara dalam
pengelolaan pertanian sebagai salah satu kekayaan Negara. Dalam pandangan

Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah, pada

’Dewan Redaksi Mahkamah Konstitusi, “Melindungi Petani (Anomali Sewa Tanah
Negara dan Organisasi Inisiasi Pemerintah),” Majalah Konstitusi, No. 9, (Desember 2014), hlm. 3.

®Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/ 2013, hlm. 115-116.



hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah

SWT:

Allah SWT juga berfirman:

Pae b U8 esny sy (£ 20Vl Slyend) s

Ayat tersebut menegaskan bahwa Pemilik hakiki dari segala sesuatu
(termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.’ Sebagai Pemilik hakiki, kemudian
Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf] kepada manusia untuk mengelola milik
Allah tersebut sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Terhadap pengelolaan segala kekayaan milik Allah SWT (termasuk tanah)
tersebut, Islam telah menawarkan suatu konsep yang di kenal dengan /aya’ al-
Mawat, yang oleh asy-Syarbani al-Khatib diartikan bahwa /hya’ al-Mawat adalah
menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang
memanfaatkan seorang pun. '

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a.

bahwa Rasulullah SAW bersabda:

i 28 o Lo el

"An-Nur (24): 42.
$Al-Hadid (57): 2.
Yasin Ghadiy, al-Amwal wa al-Alma’ al-‘Ammah fi al-Islam, him. 19.

19Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fikih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 291.



Adanya hadis mengenai kebolehan membuka tanah baru tersebut
kemudian menimbulkan permasalahan baru, yakni harus atau tidaknya izin dari
penguasa dan bagaimana bentuk pemanfaatannya. Menurut Madzhab Hanafi, bagi
seseorang yang akan memanfatkan tanah diwajibkan meminta izin kepada
penguasa, sebab Rasulullah SAW selain sebagai utusan Allah, juga sebagai
penguasa. Hanafi mengartikan Sabda Rasulullah SAW tersebut adalah dengan
menempatkan posisi beliau sebagai penguasa (kepala negara). Sedangkan
Madzhab Maliki dan Ahmad justru mengatakan sebaliknya, bahwa Rosulullah
SAW ketika bersabda demikian bukanlah sebagai penguasa (kepala negara)
melainkan sebagai Rosul, sehingga untuk memanfaatkan tanah tidak perlu izin
dari penguasa. 13

Proses perolehan tanah dengan seizin negara tersebut kemudian
memunculkan adanya konsep pembagian tanah yang telah dilegalkan menurut
Islam, asalkan saja tanah tersebut belum menjadi milik seorang atau suatu
lembaga, misalnya tanah tanah yang dikuasai oleh negara. Menurut Qadi Iyad13
membagi-bagikan tanah (al-Iqta’) adalah pemberian pemerintah dari harta Allah
kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai

berikut:

""Muhammad Nashiruddin Al Albani, Sahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 199, hadis nomor 1089, “Bab Tentang Orang yang Membuka Tanah Kosong”.

"Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 269-270.

“Nama lengkapnya adalah al-Qadi Abu al-Fadliyad bin Musa bin Iyad al-Yahsabi al
Andulisiyyi as-Sabti al-Maliki, beliau adalah seorang imam dan ulama serta hafid, dan juga
seorang syaikh Islam yang lahir pada tahun 476 H.



a. Sebagian tanah/lahan diberikan kepada orang yang mampu dan layak
mengolahnya. Maka tanah tersebut menjadi hak miliknya, supaya dikelola
dan mencukupi kebutuhannya.

b. Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang tertentu yang
layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk pengelola, tetapi
tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hk milik, didasarkan pada sabda
Rasuullah SAW, bahwa: “Bahwasannya Nabi SAW membagikan tanah di

Hadramaut untuk dirinya dan diutusnya pula Mu’awiyah untuk dibagikan

pula tanah itu kepadanya”. **

Pemaparan diatas adalah bagian daripada konsep redistribusi tanah
menurut hukum Islam sebagaimana konsep /hya’ al-Mawat dan al-Iqta’ yang
dalam hal ini ternyata belum ditemukan konsep kebermaknaannya dalam hukum
positif yang saat ini berlaku di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai
“Konsep al-Iqta’ dalam Fikih dan Relevansinya dengan Konsep Redistribusi
Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 8§7/PUU-X1/2013 .

Dalam pemaparannya, penyusun ingin melihat konsep al-Igta’ yang
dikenal dalam fikih, kemudian memasukkan konsep tersebut agar menjadi
bermakna dan bernilai dalam konsep redistribusi tanah di Indonesia berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar tema pembahasan lebih terfokus,
maka penyusun membatasi rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konteks konsep al-Igta’ dalam Fikih?

2. Bagaimanakah makna otentik konsep al/-Igqta’ dalam Islam?

"Abdu ar-Rahman al-Gazali, dkk, Fikih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 297-
298.



3. Bagaimanakah relevansi konsep al-Igta’ dalam Islam dan konsep

redistribusi tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-X1/2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas,
tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menelaah bagaimana konteks konsep al-Iqta’ dalam Fikih.
b. Untuk menelaah makna otentik dari konsep al-Iqta’ dalam Islam.
c. Bagaimana relevansi konsep al-Igta’ dalam Islam dan konsep
redistribusi tanah di Indonesia pasca Putusan MK No. 87/PUU-
X1/2013.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian
ini akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis
berupa:

a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dihararapkan akan memberikan kontribusi
ilmiah terhadap konsep redistribusi tanah negara, baik dalam
perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi

komparatif ataupun bahan studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin



mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan

redistribusi tanah negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/penyusun terdahulu,
dan memiliki keterkaitan bahkan kemiripan tema dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penyusun. Untuk mendukung penelaahan yang lebih
komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur
pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap pilihan tema yang
akan diteliti.

Diskursus mengenai konsep redistribusi tanah negara kepada petani belum
banyak dituangkan dalam bentuk tulisan baik oleh para ahli, peneliti, maupun
penyusun karya ilmiah yang lain. Namun, penyusun menemukan sejumlah tulisan
terkait konsep redistribusi tanah melalui konsep Zhya’ al-Mawat sebagai salah
satu langkah awal menuju konsep pembagian tanah (al-Igta’) dalam hukum Islam.
Pertama, buku yang berjudul Politik Ekonomi Islam karya Abdurrahman al-
Maliki. Dalam buku tersebut dikupas tunas mengenai sumber ekonomi utama, dan
yang pertama adalah pertanian dimana masalah pokoknya adalah di bagian
pertanahan. Tulisan di buku ini juga membahas mengenai bahaya feodalisme, dan
alasan-alasan Islam melarang feodalisme, serta ketidakbolehan menyewakan
tanah pertanian. Jadi, penelitian yang tertulis di buku Politik Ekonomi Islam

tersebut memiliki perbedaan dengan yang disusun dalam karya ilmiah ini, karena



dalam penelitian ini penyusun mengungkap permasalahan yang timbul akibat
adanya putusan MK mengenai larangan hak sewa tanah pertanian dengan tetap
memberlakukan konsep izin, serta bagaimana komparasinya dengan konsep
membagi-bagikan tanah dalam Islam yang dikenal dengan al-Igta’. Meskipun
terdapat perbedaan, penelitian oleh Abdurrahman al-Maliki tersebut sangat
membantu, karena memiliki kajian yang sama yakni mengkaji mengenai sistem
pertanahan dalam Islam.

Selain dalam buku tersebut, penyusun menemukan karya lain yaitu skripsi
yang berjudul “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non-Produktif (Zhya’ al-
Mawat) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh M.
Fakhryan Azmi (NIM: 07380021). Secara keseluruhan, skripsi tersebut
memfokuskan pada pandangan hukum Islam dan hukum agraria mengenai
pengelolaan tanah terlantar, serta menjelaskan hak kepemilikan tanah menurut
hukum Islam dan hukum agraria, dimana terhadap keduanya ditemukan relevansi
dan harmonisasi, seperti tidak dibolehkannya menerlantarkan tanah, serta
dianjurkannya izin penguasa atas pengelolaan tanah. Meskipun demikian, terdapat
beberapa perbedaan akibat hukum dari pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Dimana dalam hukum Islam langsung menjadi hak milik, sedangkan dalam
hukum positif, harus melalui beberapa persyaratan, barulah hak milik tersebut
didapatkan. "> Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan

penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini akan

M. Fakhryan, “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non-Produktif (Zhya’ al-Mawat)
perspektif hukum Islam dan Hukum Positif”’, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2014), hlm. ii.
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lebih difokuskan pada relevansi sistem perolehan hak atas tanah melalui
redistribusi tanah negara dari hukum Islam ke hukum positif.

Selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Kamal Mukhtar
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Negara terhadap
Hak Milik Atas Tanah Perorangan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)”. Secara keseluruhan, skripsi ini mengkaji
tentang sejauh mana perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah
perorangan menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang kemudian
dikomparasikan dengan perlindungan yang diberikan fikih Islam terhadap hak
milik tanah, baik pada masa Nabi, Khulafa’ ar-Rasyidin dan Tabi’in. Pada
tahapan komparasi tersebut, masa nabi khususnya masa khulafa’ ar-rasyidin
mendapatkan perhatian lebih karena sebagai salah satu tafsir awal dalam Islam
mengenai konsep pertanahan. Dalam analisisnya, penyusun karya ilmiah ini
menyimpulkan bahwa Islam tidak menentang adanya pengakuan pemerintah
mengenai hak milik perorangan, justru hukum Islam mendukung dan mendorong
hadirnya bukti tertulis bagi pengakuan hak atas benda tertentu, termasuk tanah.'®
Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan
disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini lebih difokuskan pada
bagaimana perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah perorangan,

sedangkan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini lebih difokuskan

**Muhammad Kamal Mukhtar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara
Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
(2013), hlm. ii.
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pada relevansi sistim perolehan hak atas tanah melalui redistribusi tanah negara
yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Terlantar
(lhya’ al-Mawat) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Agraria” yang
disusun oleh Muhammad Syarif Juhari. Penyusun tertarik menulis karya ini
karena di Indonesia keberadaan tanah terlantar menjadi persoalan tersendiri dalam
relitas konflik agraria. Penelantaran tanah oleh pihak tertentu dapat mengandung
motif spekulasi, untuk mendapatkan keuntungan mudah atas selisih jual beli
tanah. Skripsi ini disusun untuk mencari solusi terkait proses 7hya’ al-mawat ini.
Dalam kesimpulannya penyusun berpendapat bahwa dalam hal ihya’ al-mawat
semestinya pemilik tanah memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi
orang lain yang ingin mengelola tanah terlantar semestinya memperhatikan dan
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari
sengketa yang hanya akan merugikan dirinya sendiri.'” Dengan demikian, skripsi
ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah
ini, karena penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana bagaimana proses
pengelolaan tanah yang terlantar, sedangkan penelitian yang akan disusun dalam
karya ilmiah ini lebih difokuskan pada relevansi pemberian tanah negara yang

ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

“Muhammad Syarif Djauhari, “Pengelolaan Tanah Terlantar (Ihya’ al-Mawat)
Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011), hlm. ii.



12

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk
membuat jelas bagaimana konsep redistribusi tanah tersebut dapat dipahami
dengan dua sudut pandang, yakni hukum Positif dan hukum Islam. Sejalan dengan
hal tersebut, akan penyususn kemukan beberapa teori yang akan digunakan
sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Hermeneutika Hukum

Kata hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani
yaitu kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan atau
menginterpretasi, atau kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau
interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna
dasar yang masih dalam koridor makna aslinya, yaitu mengungkapkan,
menjelaskan, dan menerjemahkan. Ketiga makna ini dapat diungkapkan
dengan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris to interpret, namun
masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang
independen dan signifikan bagi interpretasi.'® Interpretasi adalah upaya
menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda
apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. ‘Makna yang
sebenarnya’ dari tanda tersebut adalah makna yang memang dikehendaki

untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu."

18Arip Purkon, “Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam,” Ahkam, Vol.
XIII, No. 2, (Juli 2013), hlm. 186.

19Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik, alih bahasa M.
Khozim, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2008). him. 141.
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Secara umum, metode interpretasi (penafsiran) hukum ini dapat
dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) macam yaitu: interpretasi gramatikal
(menurut bahasa), interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi
teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi
restriktif, interpretasi ekstentif, interpretasi otentik atau secara resmi,
interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Namun, dalam
kaitannya dengan obyek penelitian ini, akan lebih memfokuskan pada 3
(tiga) cabang interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi historis,
dan interpretasi teleologis.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam suatu
teks, sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah umum tata bahasa.
Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena
merupakan satu-satunya yang dipakai oleh pembuat peraturan. Metode
interpretasi gramatikal ini merupakan cara yang paling sederhana
untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam suatu teks.
Pengungkapan maknanya pun disamping harus memenuhi standar
logis, juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang
digunakan masyarakat.”’

b. Interpretasi Historis

*%Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 53.
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Setiap suatu teks/peraturan tentu memiliki sejarahnya sendiri.
Karena itu, bagi para penemu hukum yang bermaksud mengetahui
makna kata atau kalimat dalam suatu teks/peraturan misalnya, dia
harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran suatu
teks/peraturan tertentu itu dirumuskan.

Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu: Pertama,
interpretasi menurut sejarah pengaturannya adalah mencari maksud
dari peraturan tersebut, dilihat dari perspektif pembuat peraturan. Jadi,
dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk peraturan itu sangat
menentukan. Kedua, interpretasi menurut sejarah kelembagaan
hukumnya atau sejarah hukumnya adalah metode interpretasi yang
ingin memahami suatu teks dalam konteks seluruh sejarah hukumnya,
khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.?'

c. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna suatu hukum ditetapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini,
seseorang dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan
antara sifat positif dari hukum (rechtpositiviteit) dengan kenyataan
hukum (rechtwerkelijkheid), sehingga jenis interpretasi teleologis

menjadi sangat penting.”? Penafsiran teleologis dilakukan karena

“1pid, hlm. 54.

21pid, hlm. 55.
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terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi suatu hukum

tertentu tidak berubah.

2. Ihya’ al-Mawat dan al-Iqta’ dalam Islam

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus di seputar tanah.
Islam membolehkan kepemilikan tanah dengan sebab/cara: membeli,
waris, hibah, menghidupkan tanah (/hya’ al-Mawat), memagari tanah, dan
pemberian negara secara cuma-cuma (al-Iqta’). Memiliki tanah dengan
cara membeli, waris, atau hibah sudah jelas. Adapun memiliki tanah
dengan sebab menghidupkannya, intinya adalah bahwa setiap tanah yang
mati, jika dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu menjadi miliknya.
Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang, tidak ada
bekas sesuatu seperti pagar, tanaman, bangunan, dan yang lainnya, tidak
ditemukan adanya seseorang yang memilikinya atau memanfaatkannya.
Menghidupkan tanah berarti memakmurkannya seperti menjadikannya
layak untuk lahan pertanian (misal dengan menanaminya), membuat
bangunan diatasnya, atau membuat apapun yang menunjukkan atas
pemakmuran tanah. Menurut Idris Ahmad /aya’ al-Mawat adalah
memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah dan yang

lainnya.”® Rasulullah SAW bersabda:

267.

Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Cet. ke-8 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), him.

**Muhammad Nasiruddin al-Albaini, Sahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

hlm. 198, hadis nomor 515, “Bab Tentang Orang yang Membuka Tanah Kosong”. Malik
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Adapun al-Igta’ adalah tanah-tanah yang diberikan oleh negara
kepada individu-individu tertentu secara gratis. Tanah pemberian negara
ini adalah tanah yang sebelumnya pernah dihidupkan, tetapi tidak ada
pemiliknya, sehingga otomatis menjadi milik negara. Tanah ini tidak bisa
dimiliki dengan cara dihidupkan atau dipagari, karena tanah itu memang
bukan tanah mati, selama sebelumnya sudah ditanami. Artinya, tanah
tersebut adalah tanah hidup, tetapi tidak ada pemiliknya. Tanah semacam
ini hanya bisa dimiliki melalui pemberian dari negara.”

Menurut Qadi ‘Iyad yang dikutip oleh al-Kahlani dalam Sulubus
Salam, al-Igta’ (membagi-bagikan tanah) adalah pemberian pemerintah
dari harta Allah SWT kepada orang-orang yang dianggap layak dan pantas
untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:*®

e Scbagian tanah/lahan diberikan kepada orang yang mampu dan
layak mengolahnya. Maka tanah tersebut menjadi hak miliknya,
supaya dikelola dan mencukupu kebutuhannya.

e Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang
tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk
pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hak
milik, didasarkan pada sabda Rasuullah SAW, Bahwasannya Nabi
SAW membagikan tanah di Hadramaut untuk dirinya dan
diutusnya pula Mu’awiyah untuk dibagikan pula tanah itu
kepadanya.

Tanah yang diperoleh/dimiliki dengan sebab al-Igtd’, memagari

(tahjir), dan Ihya’, sama persis seperti tanah yang dimiliki melalui cara

meriwayatkannya secara mausul dengan sanad sahih dari Umar. Ada riwayat sahih dari yang
lainnya secara marfi’.

P Abdu ar-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bogor: al-Azhar Press, 2009),
hlm. 63.

26¢ Abdu ar-Rahman al-Gazali, dkk, Fikih Muamalat..., 297-298.
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membeli, pewarisan, dan hibah. Hukum semacam ini tidak terdapat pada
selain tanah. Kemudian, tanah yang diperoleh melalui salah satu cara di
atas memaksa pemiliknya agar mengelolanya dan dia tidak diperkenankan
menyia-nyiakannya. Pasalnya, pengelolaan tanah merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari kepemilikan tanah. Artinya, kepemilikan atas tanah
menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya. Jika dia
mengabaikan selama tiga tahun, maka tanah tersebut diambil secara paksa
(oleh negara) dan diberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, jika tanah

itu tidak digarap selama tiga tahun, maka kepemilikannya menjadi batal.*’

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari
suatu penelitian. Demi mendapatkan hasil yang maksimal untuk menjawab
berbagai persoalan yang penyusun teliti, maka dibutuhkan beberapa langkah kerja
yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. adapun metode yang penyusun
gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka
(library research), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau

penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di

< Abdu ar-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam..., hlm. 65.
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bahas.”® Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori,
asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah desktiptif analitik, yaitu penelitian yang
mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian
tertentu, dalam hal ini yakni mengenai relevansi konsep redistribusi tanah
dalam Islam kedalam hukum positif di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan
sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat
dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun
kumulatif yang saling melengkapi.”’ Penelitian ini menggunakan sumber
data primer dan sekunder, yakni:

a) Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data
primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual
atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau
kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang digunakan

dalam penelitian ini diantaranya adalah al-Qur’an, Undang-Undang

Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003), him. 7.

¥Cik Hasan Basri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi
Bidang Agama Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.
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Dasar 1945, buku karya ‘Abdu ar-Rahman al-Maliki yang berjudul
Politik Ekonomi Islam, dan buku karya Taqiyyuddin an-Nabhani
yang berjudul Sistem Ekonomi Islam.
b) Data Sekunder (Secindary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan
dan yang tidak dipublikasikan. Diantaranya meliputi: buku,
jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain baik yang
dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, web resmi
badan/lembaga terkait, serta web-web lain yang relevan dengan
penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalah yang telah dirumuskan dalam
penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara normatif;’® yang
memfokuskan tentang bagaimana seharusnya mengkonsepsikan
pelaksanaan redistribusi tanah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Metode Analisis Data

%Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum dalam Praktik, Ed, -1, cet. Ke-1 (Jakarta:
Sinar Grafida, 1991), hlm. 17.
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa
menggunakan metode interpretasi teleologis yaitu makna suatu hukum
yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Dari hasil analisis
ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri
dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memberi kemudahan
bagi pembaca, penyusun mencoba menguraikan pokok bahasannya secara
sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang
terperinci sebagai berikut:

Bab pertama yang diawali dengan pendahuluan yang bertujuan untuk
menguraikan signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi:
pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah
yang diteliti, yang dijadikan dasar bagi penyusun untuk menyusun karya ini.
Kedua, pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan
kegunaan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini. Keempat, telaah
pustaka sebagai bentuk penelusuran terhadap literatur yang pernah ada, yang
memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik yang
merupakan desain pikiran serta sebagai pisau analisis yang akan dipakai untuk
memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. Keenam, metode penelitian

berupa penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis
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data yang telah diperoleh. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya
penjabaran secara sistematis mengenai judul yang telah ditentukan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori yang secara umum
akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah
dirumuskan, yaitu mengenai hermeneutika hukum.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai konsep redistribusi tanah dalam
Islam berdasarkan konsep al-Igta’.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai relevansi konsep al-Igta’
dalam Fikih dan redistribusi tanah di Indonesia pasca putusan MK No. 87/PUU-
X1/2013.

Bab kelima, sebagai bab terahir yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran khususnya yang berkaitan dengan konsep redistribusi tanah negara, yang

merupakan manifestasi harapan penyusun.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya

mengenai konsep al-Iqta’ dalam Islam dan relevansinya relevansinya dengan

konsep redistribusi tanah di Indonesia pasca Putusan MK No. 87/PUU-X1/2013,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Konteks konsep Iqta’ dalam Fikih sebagai suatu cara dalam proses
redistribusi tanah milik Negara kepada petani adalah suatu bentuk
kemudahan yang diberikan kepada petani dalam mengelola tanah yang
mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab
dengan tujuan maslahah kaum Muslimin secara umum.

Politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produksi pertanian,
sehingga konteksnya adalah kepemilikan tanah sebagai faktor produksi,
baik dari keberlangsungan proses produksi, kontinuitas produksi, dan
peningkatannya. Inilah yang kemudian disebut makna otentik dari Igta’
berdasarkan interpretasi teleologis.

Perbandingan Konsep al-Igta’ dan Putusan Mahkamah konstitusi 87/PUU-
X1/2013 adalah sebagai berikut:

a. Frasa “hak sewa” yang telah dihilangkan dari salah satu bentuk

kemudahan yang diberikan negara melalui Pasal 59 UU Perlintan
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sesuai dengan konsep Igta@’ yang juga tidak mengenal adanya sewa
menyewa tanah pertanian. Namun demikian, keduanya memiliki
alasan yang berbeda, Islam melarang sewa menyewa tanah antara
negara dengan petani adalah karena memang adanya larangan
pemisahan produksi dan kepemilikan tanah. Sedangkan dalam
hukum positif melarang adanya sewa menyewa antara negara
dengan petani adalah karena sewa menyewa tersebut tidak sesuai
dengan konsep peruntukkan bumi, air, dan segala kekayaan alam
yang terkandung didalamnya yang digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

. Frasa “izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan”
dalam hukum positif masih diberlakukan, Islam sebenarnya juga
menganut konsep izin. Namun sebenarnya terdapat perbedaan
mendasar mengenai konsep izin yang digunakan di kedua hukum
tersebut. Hukum positif memberlakukan izin sebagai suatu yang
harus dipenuhi untuk mendapatkan tanah negara. Sedangkan izin
yang diberlakukan dalam hukum Islam adalah izin sebagai bentuk
pemberitahuan dari petani kepada negara bahwa terdapat tanah
tertentu yang digarap petani tersebut, dan terhadap tanah
pemberian negara tidaklah diperlukan izin penguasa. Sehingga,
kebermaknaan konsep Igta’ dalam konsep izin yang diberlakukan
di Indonesia bukanlah yang dilihat sebagai suatu persyaratan

formal untuk mendapatkan tanah, tetapi hal ini lebih dipandang
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sebagai upaya negara dalam menginventarisasi tanah milik negara

yang nantinya diberikan kepada petani.

Terhadap ketiga penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
konsep al-Iqta’ memiliki relevansi dengan konsep redistribusi tanah di Indonesia
yang didasarkan pada Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013. Hal tersebut dapat
dilihat pada kesamaan tujuan dalam proses pemberlakukan hukum di masing-
masing konsep. Meski demikian, alasan atas pemberlakuan hukum di masing-
masing konsep tersebut berbeda. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum
ditempat yang berbeda. Konsep al-Igta’ dalam Islam dengan segala bentuk alasan
pemberlakuan hukumnya adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Arab,
yang ketika itu belum memiliki bentuk keteraturan negara yang permanen dan
memiliki budaya pemerintahan yang berbeda. Hal tersebut berbeda dengan
konteks Indonesia yang merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan “teratur”
karena telah memiliki bentuk keteraturan negara, sehingga bentuk redistribusi
tanahnya disesuaikan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa redistribusi tanah di
Indonesia yang disesuaikan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 tersebut
merupakan “konsep al-Iqta’ ala Indonesia”.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah bahwasanya konsep Islam
dalam segala bidang harus dicari kebermaknaannya dalam hukum positif yang
berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan adalah dalam rangka
mengimplementasikan konsep Islam sebagai agama rahmatan Il ‘alamin.

Terhadap kaitannya dengan konsep redistribusi tanah di Indonesia,
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Lampiran 11

DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat / Hadist

Terjemah

QS. An-Nuur : 42

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah
kembali (semua makhluk).”

QS Al-Hadid : 2

“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan
mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 199, hadis nomor
1089.

“Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak
orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.”

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 198, hadis nomor
515.

“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu
adalah miliknya.”

Al Imam Al Hafizh
Ibnu Hajar Al
Asqalani, Fathul
Baari Syarah Shahih
Al Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam,
2013), hlm. 346, hadis
nomor 2376.

Dari Yahya bin Sa’ide, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata,
“Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah Bahrain sebagai
qathi’ah, maka kaum Anshor berkata, ‘Hingga engkau memberi bagian
kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin seperti bagian yang
engkau berikan kepada kami’. Beliau bersabda, ‘Kalian akan melihat
sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah
hingga kalian berjumpa denganku.”

Hafidz Al Munzdiry,
Sunan Abu Dawud,
(Semarang: CV. Asy
Syifa’, 1992), him.
682, hadis nomor
2935, “Bab Pemberian
Tanah.” Hadis ini

“Bahwasannya Nabi SAW memberi satu sebidang tanah di Hadramaut.”

dikeluarkan oleh

Tirmidzi.

Muhammad “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu
Nashiruddin Al adalah miliknya.”

Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 198, hadis nomor
515.

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 204, hadis nomor

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barang
siapa mempunyai tanah, maka hendaknya ia menanaminya atau
memberikan kepada saudaranya agar ditanami. Jika ia enggan, hendaklah
ia menahan tanahnya itu.”




370.

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih Sunan
Nasa’i, (Jakarta:
Pustaka Azzam,
2013), hlm. 43, hadis

Dari Rafi’ bin Khudaj, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memiliki
lahan, maka hendaklah menanaminya. Apabila tidak mampu, maka
hendaklah memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami.”

nomor 3875.

Al Imam Al Hafizh Dari Yahya bin Sa’ide, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata,
Ibnu Hajar Al “Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah Bahrain sebagai
Asqalani, Fathul qathi’ah, maka kaum Anshor berkata, ‘Hingga engkau memberi bagian
Baari Syarah Shahih

Al Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam,
2013), hlm. 346, hadis
nomor 2376.

kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin seperti bagian yang
engkau berikan kepada kami’. Beliau bersabda, ‘Kalian akan melihat
sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah
hingga kalian berjumpa denganku.”

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 204, hadis nomor
370.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barang
siapa mempunyai tanah, maka hendaknya ia menanaminya atau
memberikan kepada saudaranya agar ditanami. Jika ia enggan, hendaklah
ia menahan tanahnya itu.”

Muhammad
Nashiruddin Al
Albani, Shahih
Bukhari, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
hlm. 198, hadis nomor
515.

“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu
adalah miliknya.”
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